PUTUSAN
Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA. Thh

paa I a1 )
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUMANAN YANG MAHA ESA

Pangaditan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadill perkar
oecal talak pada tingkat pertama dalam persidangan Makim Majelis telah
menatuhkan putusan sebagai Benkul antar

umur 27 tahun, agama islam, pendidikan S0, pekedaan

Potanl, tempat tinggal di Dusun Jatimore RT.012 RW,

005 Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok Kabupaten

Indragin Hilir, sebaga * Pemohon”

melawan

umut 26 tahun, agama lslam, pendidikan

SMP, pekeraan Ibu Rumah Tanggs, tempat tinggal

Dusun Rukun Makmur RT 002 RW. 001 Desa Bagan

Jaya Kecamatan Enok Kabupaten Indragit  Hilir,
sabaga * Termohon™;

Pangadilan Agama tersebut |

Telah membaca dan mampelajan berkas perkara,

Talah mendengar keterangan Pemohon serts memerniksa bukh surat dan

saksibsaks ol parsidangan,

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya teranggal 27 Marel
2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan
Nomor 0238/Pdt G/2017/PA Toh, tanggat 03 Aprit 2017 mengemukakan hal-hal
subagal berikot |
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah  suami st yang

melangsungkan pemikahan pada hart Minggu, 23 Desember 2008,
bertetapan dengan 13 Dzuthijjeh 1428 M, dan dicatat oleh Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatsn Enok. kabupaten
Indeagint Hilie, Provinst Riau, sesusi Kutipan Akta Nikah Nomor
1071 2AV2008, Tenanggal 03 April 2008
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. 2 Bahwa setelah parnikahan tersabul Pemonon dengan Termohon bertempat
tinggal Dusun  Rukun Makmur, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kab,
Indragiri Hillr, Prov. Riau, atau dirumah millk Pemohon sampal dengan
Pemohon dan Termohon berpisah, dan selama menjalant masa-mass
pernikahan tersebut, hubungan Pemohon dengan Termohon bedgalan fukun
balk sebagaimann layasknya suami istn, Dan dikarunia 1 orang anak yang
bermama
- L Umur 8 Tahun, Jenis kelamin laki-laki

dan anak tersebut di bawah asuhan Termohon,

3. Bahwa sejak bulan Januan 2013, ketentraman rumah tanggae Pemohon
dengan Termohon mulal goyah dan tidak harmonis lagl yang penyebabnya
antara lain |
«  Masalah ekonami rumah tangga yang tidak mencukupi karena Termohon

selaly merasa tidak cukup stas nafkah yang di berikan oleh Pemaohon
« Termohon menjalin cinta dengan lelaki lain yang bemama DENI yang
tidak lain adalah mantan pacar Termohon,

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan antars Pemobon dan Termohon terdadi
pada bulsn Februan 2016, Tarmohon pergr meninggalkan Pemohots dar
rumah dan pulang kerumah orang tua Tamohon di Dusun Rukun Makmur,
RT 002/RW.001, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kab. Indragin Hilir,
Prov. Riau dan sampai sexarang telah pisah tempat tinggal lebib kurang 1
thun,

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dan
Pemohan untuk berpisah dan parmikaban ini tdak bisa tagl di pertshankan
sehingga lebih baik putus karena porcermian

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh blays yang tmbul akibat
parkarm in,

Berdasatkan  alasan/oaildall  datas, Femohon mohon agar  Ketus
Fengadilan Agama Tembilahan Cq. Majells Makim segora memarkss dan
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mengadih perkara ini. selanjutnya mengatubkan putusan yang amamya

gobagal berkut |

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulken Permohonan Ceral Talak Pemohon untuk
seluruhnys

2. Mambert ljin kepada Pemabon untuk  menjatunkan
tnlak satu Raji kepada Tarmohon d

hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan

3 Memeriniahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Tembilahan  untuk
mencatatkan putusan percersian tersebut dalam  daftar  umum  yang
disediakan untuk tu dan menerbitkan Akts Cerainya.

4. Membebankan binya perkara menurut hukum,

SUBSIDAIR

Atau @ Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya membenkan

putusan yang seadil-adiinys (ex aequo et hono).

Bahwa pada han persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadic
sendin di porsidangan, akan fetapt Termohon tdak hadie dan tidak pula
maenyuruh orang lan sebagsl wakil sau kuasanys, meskipun menurut relaas
panggitan Nomor 0236/PdLGRO17/PAToh tanggal 08 April 2017 dan tanggal
19 Aprit 2017 Termohon telah dipanggll secara resmi dan patul, sedangkan
tidak hadirannya tersebul tanpa alasan yang sah,

Bahwa Majelis Makim telah berusaha mendamakan dengan cars
manasihat Pemohon untuk barsabar dan kumpul kembali dengan Termohon
sebagal suami ister, namun tidak berhasi,

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadie di persidangan, maka mediasi
sebagamana  diamanastkan  oleh  Persturan  Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R Bg tidak dapat dilaksanakan,
begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar df persidangan;

Bahwa pemerksaan perdara ini dilanjutkan dengan membacakan surat
parmahonan Pemohon yang isinys tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahws untuk memperkuat dall permohonannya, Pemohon telah
mengajukan buktl surat berupa Fotokopl Kutipan Akta  Nikah  Nemor

Halaman 3 dan 17 hat, Putusan Nomor 0230/P ¢ Gr2017/PA Toh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



107M2AVIZ008, yang asinga  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama
Kecamatan Enok Kabupaten Indragiei Hilir, tanggal 03 April 2008, lalu Majeis
memenksa buktl surat tersebul dan mencocokkan dengan aslinya termyata
cocok serta telah bermeteral cukup, oleh Ketua Majelis diben tanda P,

Batwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-
Saks sebagal benkul |
1 umuf 31 tahun,

agama Istam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

RT 00t RWO002 Dusun Makmur Desa Bagan Jaya Kecamatan Enok

Kabupaten Indragint Miir, di bawah sumpahnya membarikan keterangan

sebagai berikut

«  Bahwa sakst mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagal ipar
Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalab suamidsterl yang sah,
setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal of Dusun
Rukun Makmur, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok, Kab. Indragin Milir,
Prov, Risu. stau dicumah millk Pemohon sampai dengan Pemahon dan
Termohon berpmah,

Bahwa rumah tanggs Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknyas suami ister, telah dikarunial 1 orang
ANk,

«  Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tanggs Pamohon dengan
Termohon tidak rukun dan tdak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

«  Bahwa perseisiban dan pertengkaran Pamohon dengan Termohon
disebabkan Termaohon serng memints uang belanja rumah (8ngoa
malebihi kemampuan Pamohon dan Termohon juga menjalin hubungan
cinta dengan laki-laki lain;

Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah
berpisah tempat tingga! selama kurang lebih 1 tahun, Termohon pegi
meninggalkan Femohon,
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Bahwa antars Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk

rukun kembali, akan letap idak berhasil:

'} umur 32 tahun, agama lslam, pendidikan SMA,
pekerjaan Wirsswasta, bertempat tinggal i RT.002 RW.001 Dusun
Makmur Desa Bagan Jays Kecamatan Enck Kabupaten Indragin Millr, &
bawah sumpahnys memberikan keterangan sebaga berikut @
~ Bahwa sakst kenal dengan Femohon dan Termohon katena sebagal

tetangga Pemohon,

- Bahwa Pamohon dengan Termohon adalah suami-isten yang sah,
setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Dusun
Rukun Makmur, Desa Bagan Jaya, Kecamatan Enok. Kab. Indragin Hilir,
Prov. Riau. atau dirumah milik Pemohon sampal dengan Pemohon dan
Temohon barmpisah:

Bahwa rumah tanggs  Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan

harmonis sebagaimans layaknya suami ister telah dikarunial 1 orang

anak,

Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon fidak rukun dan tdak harmonis lagl karena sernng teradi

perselisihan dan pertengkaran,

< Bahwa perselisihan dan perengkaran Pemohon dengan Termohon
disebabkan Termohon sefing meminta uang belanja rumah tangga
melebih kemampuan Pamohon dan Temohon juga menjalin hubungan
cinta dengan lak-laki lain,

Bahwa hingga sekarang ini antara Pemohon dengan Termohon sudah

berpisah tempat tinggal selama kutang lebih 1 tahun, Temohon pergl

meninggakan Pemohon,

Bahwa antara Pemaohon dengan Termohon sudab divpayakan untuk

rukun kembali, akan tetap! tidak berhasil,

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan
mengajukan sesuaty apapun dalam perkira ini den telabh menyampaiken
kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat parmohonannya
sana memohon parkarn i segers diputuskan,
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Monimbang, batwa untuk mempersingkal uraian putusan ini, Majelis

cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acars;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan parmohonan Pemohon adalah
sobagaimana yang telah diurmikan tersebul di atas,

Menimbiang, bahwa sesus pasal 145 R Bg. jo pasal 20 Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975, Pemonon dan Termohon telah dipanggil
SOCHa resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggitan
mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan
Termohon tidak hadir dan tidak puls menyurub orang lain sebagal wakil atay
kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak
medawan hukum, Oleh karenanys Termohon harus dinyatakan tidak hadic dan
permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesual ketentuan Pasal
149 ayat (1) R By,

Menimbang, bahwa perama-tama  harus  dipetimbangkan  adalah
tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukt P (Buku Kutipan Akta
Nikah), temyata adalah akia autentik, terbuktt bahwa Pemohan  dengan
Termohon adalah suamiastt yang sah, menikah pada tanggal 23 Desember
200, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut
menjadi pihak-pihak dalam perkarm ini,

Menimbang, bahwa oleh  karens  Termohon  tidek  hadic  dalam
persidengan, maka Majelis Makim tidak dapal melakukan upays perdamaian
sobagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah uniuk kedua kalinya dengan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2000, pasal 154 RBg dan pasal 131 Kompilwsi
Hukum Isham serta Peraturan Mabkamah Agung R Nomor 1 Tahun 2018,
namun demikian Majehs Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati
Pemohon agar bersabar dan rukun kembal untuk membina rumah tangganya
dengan Termohon tetapl tidak berhasil, maka pemeriksaan porkara dilanjutkan
dangan pembacaan  surat  permohonan  Pemohon  yang  isinyas  tetap
dipedahankan aleh Pemohon;
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Menimbang. bahwa alassn pokok Pemohon mengajukan permohonan
i adalah katena antars Pemohon dengan Termohon serng tegadi perselisinan
dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak
mencukupl karena Termohon setalu maerass tdak cukup atas nafkah yang di
berkan oleh Pemohon, Termohon menjalin cinta dengan lelaki lwin yang
bemama DEN! yang tidak lain adalah mantan pacic Termohon dan antars
Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebi 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dall permohonannya, Pemohon
telah mangajukan buktl surat ( P ) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap buktl-bukt
mana Majelis Hakim akan mempetimbangkan berikut ini,

Menimbiang, babwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebags
condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahuli dalam perkara ini,
sohingg tidak peru divlang lagt,

Menimbang, bahwa bukti 2 (dus) orang saksi, ternyats keduanya adalah
keludiga dan orang-orang dekat dengan Pemohon sehingga patut diyakin
bahwa keduas saksi tersebul mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon
dengann  Termohon  kamenanys  kesaksian  saksisaksl  lersebut  dapat
dipectimbangkan dan telah sesusl dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang
Undang Nomor 7 Tahun 1988 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor $0 Tahun 2009,

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebul telah memberikan kelerangan
dibawah sumpahnys dipersidangan yang pada pokoknys menerangkan bahwa
keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sering teradi
parselisinan dan pertengkaran sejak bulsn Januati 2013 yang penyebabnya
Termohon meminta uang belanja melebihl  kemampusn  Pemohon  dan
Termohon telah menjalin hubungan cintis dengan lakiiakl inmk dan sntaa
Pamohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 1 tahun
lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedum saksi tersebutl telah diberikan
dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pangelahuan yang bersumber
dan penglihatan dan atau pendengaran sendin, keterangan satu dengen
lainnya telah saling mendukung sera telah sesual dengan dalil-dall dan alasan

Halaman 7 dart 11 hal. Putusan Nomor 0236/Pd G201 7/PA Toh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id  Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



pokok permohonan Pemohon maka hal ity telah sesusi dengan ketentuan
Pasal 171 RBg. jo. Pasal 308 -~ 309 R Bg. dengan demikian saksi-saksi
tersebut dipandang telah memenuhi syarat Tormil dan syact materil buktl saksi,
sehinggn keterangan saksi-saksi a quo telah dapast diterima sebagail bukti yang
cukup mendukung kebenaran dalibdalil dan alssan permohonan Pemohon
dalam perkars inj,

Menimbang, bahwa dar permonhonan Femohon, yang ddukung bukti P
dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majels Hakim
telah dapat menemukan fakta-fakia sebagal berkut @

Bahwa Pemohon dengan Termehon adalah suami-strt yang sah, mentkah
pada tanggal 23 Desember 2007 dan telah 1 orang anak,

Babwa antare Pamohon dengan Termohon telah tedadt perselisiban dan
pertengkaran secars lorus menerus yang disebabkan masalah ekonomi
rumah langga yang tidak mencukupl karena Termohon selalu morasa tidak
cukup ates nafkah yang di bedkan oleh Pamohon dan Termohon menjalin
cinta dengan lelakl lnin yang bermama DEN! mantan pacar Termohon,
Bahwa antars Pemohon dengan Taermobon hinggs sekarang in sudah
berpisah tempal tinggal selama kurang lebih 1 wwhun lamanys,

Bahwa anmara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun
kembali sebagal suami-istr, akan tetap! tidak berhasil,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majels
betpendapat bahwa dalibdalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukh
kebanarannya, dengan demikian tumah tangga Pemohon dengan Termohon
lelah dipandang sampal pada kondisi pecah (broken marmage) dan sudahb
sangat sulit untuk disetukan serta bdak ada hatapan akan hidup rukun lagl
dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayst
(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan
Termohon dapat dilihat dar fakta di mana telah teradi pertengkamn dan
persalisibhan antara Pemohon dengan Termohon yang berakhic dengan pisah
tempat tinggal (Scheiding van tafel end bed) selama 1 tahun, serta upaya
damal yang dilakukan olah Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini,
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tidak berhasil, Hal inl adalah marupakan indikast bahwa antara Pemohon
dengan Termohon sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagl harapan
akan hidup rukun dalam membina rumah tangge;

Menimbang, bahwa oleh kerena rumah tangge Pemohon dengan
Tarmohon  telah  sampai  pada  kondisi  pecah, makas  dengan  tidak
mempertimbangkan lagi dan pihak mana datangnya penyebab perselisinan dan
pertengkaran & quo, pada kondis: mana diyakin sudah sangat sulit untuk dapat
mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah
tanggs yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluargs yang sakinah,
penuh mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Isiam).

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci
Allah SWT | akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut
diatas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada
masiahat (kebakan), diantaranya penderitsan batin yang bekepanjangan bag
kedun belah pibak, padahal menolak keburukan harus didahulukan darpada
menghacap kebakan, sebagaimana kaedah ushul figh yang tefdapat dalsm
kitab At- Asbah Warn Nazhotr, hal. 62 yang barbunyi |

paaall s B ke dedialle 3
Artinya | Manolak kemudharatan (keburukan) lebih  divtamakan  danpada
meraits kemasiatistan (kebatkan) |

Menimbang, bahwa Majels peru mengetengahikan dalil al-Qur'an surat
al-Bagarah ayat 227 yang berbunyr

ales ppias i} (3 W0 5 S W g 3

Artinya: Jika meroka (para suami) telah berketetapan  hati untuk
merjatuhkan talak, maka sesungguinya Alleh Maha Mendengar lagi Maha
Mangetahu,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum o
atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemoehon untuk diberl zin
maenguoapkan ikrar talak atas din Termohon telah memenubl alasan yang
cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huedf (1) Paraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1675 0. Pasal 116 hunyf (f) Kompitasi Hukum Istam, oleh

Mataman § darl 11 hat, Putusan Nomor 0236/Pdt G/2017/PA Toh
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Disclaimer

karena ity sesual ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, maka permohonan Pemohon sudash

sepatutnys  dikabulkan  dengan member  zin  kepada  Pemohon  untuk

manjatubikan talak satu ra)'l terhadap Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 72 dan pasal B4 ayat
(1) gan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadian Agama,
diperintahkan  kepada  Panters  Pengadian  Agama Tembilahan untuk
manginmkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang
wilayahnys meliputl tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Kantor
Urusan Agama ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalsm daftar
yang digediakan untuk

Menimbang, babwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pecadilan Agama yang telah diubah untuk kedun
kalinys dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008, maka semup biaya
perkars ini dibebankan kepada Pemohon,

Memperhatikan, pasal-pasal dar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan
Undang-undang Nomot 50 Tahun 2008, dan persturan perundang-undangan,
serta dalil syar't yang berkenaan dengan parkari inf,

MENGADILI

1. Menyatskan Termohon yang telah dipanggit dengan resmi dan patut untuk
menghadep di parsidangan, tdak hadir |

2. Mengabulian parmohonan Pemohon dengan verstek,

3. Member izin kepada Pemohon untuk mengatuhkan
falnk satu ra)t terhadap Termohon | [
depan sidang Pengadian Agama Tembilanan |

4 Memerntahkan Panitera  Pengadilan  Agama  Tembilahan  untuk
menginmkan salinan Penetapan krar Talak sotelab knar tatak dilaksanakan
kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragin Hilie,
untuk dicatat pada deftar yang telah disediakan untuk itu;
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5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumiah

. Rp.791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

4 Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017
Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 H, oleh kami Dra.
MULIYAMAH, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S H.I
dan RIKI DERMAWAN, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka
untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan
AMIR JAYA, S H.|l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohorn,

etua Majelis,

Dra. MULIYAMAH, M.H.

Hakim Anggota, Hakimw)\nggota.
i FA
N A o Pl —
YENI KURNIATI, S.H.I RIKI DERMAWAN, S.H.L

Panite enggant,

AMIR JAYA, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; = Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses; = Rp. 50.000-
3. Biaya Panggilan; = Rp. 700.000.-
4. Biaya Redaksi, = Rp. 5.000.-
5. Biaya Meterai; = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp 791.000.-

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),
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